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ABSTRAK

Hukum Administrasi Negara (HAN) merupakan cabang hukum publik yang mengatur
kewenangan pemerintah, hubungan antara pejabat administrasi negara dengan warga
negara, serta mekanisme pengawasan terhadap tindakan pemerintahan. Dalam negara
hukum, HAN berfungsi sebagai dasar legalitas agar setiap tindakan pemerintah dilakukan
sesuai peraturan perundang-undangan dan tidak menyalahgunakan kewenangan.
Keberadaan HAN memiliki hubungan erat dengan konsep good governance, yaitu tata
kelola pemerintahan yang menjunjung prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas,
efisiensi, partisipasi, dan supremasi hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis
peran Hukum Administrasi Negara dalam mewujudkan good governance di Indonesia.
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan
perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui studi
kepustakaan yang bersumber dari bahan hukum primer dan sekunder, kemudian
dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa HAN berperan penting
dalam menciptakan pemerintahan yang baik melalui pengaturan kewenangan pejabat
negara, pencegahan penyalahgunaan wewenang, peningkatan akuntabilitas, serta
perlindungan hukum bagi masyarakat. HAN juga mendukung transparansi melalui
keterbukaan informasi dan mendorong pelayanan publik yang profesional. Namun,
implementasinya masih menghadapi hambatan seperti birokrasi yang belum efektif,
rendahnya integritas aparatur, dan lemahnya pengawasan. Kesimpulan penelitian ini
menegaskan bahwa Hukum Administrasi Negara merupakan instrumen penting dalam
mewujudkan good governance di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan penguatan
reformasi birokrasi, peningkatan kualitas aparatur, dan penegakan hukum yang konsisten
agar pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya dapat terwujud.

Kata Kunci: Hukum Administrasi Negara, Good Governance, Pemerintahan,
Akuntabilitas, Transparansi.

ABSTRACT
State Administrative Law is a branch of public law that regulates governmental authority,
the relationship between state administrative officials and citizens, as well as supervisory
mechanisms over governmental actions. In a state governed by the rule of law, State
Administrative Law functions as the legal foundation to ensure that every governmental
action is carried out in accordance with statutory regulations and does not involve abuse
of power. The existence of State Administrative Law is closely related to the concept of
good governance, namely a system of governance that upholds the principles of
transparency, accountability, effectiveness, efficiency, participation, and the rule of law.
This study aims to analyze the role of State Administrative Law in realizing good
governance in Indonesia. The research method employed is normative legal research
using statutory and conceptual approaches. Data were obtained through library research
derived from primary and secondary legal materials, which were then analyzed
qualitatively. The results of the study indicate that State Administrative Law plays an
important role in creating good governance through the regulation of the authority of state
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officials, the prevention of abuse of power, the enhancement of accountability, and the
provision of legal protection for society. It also supports transparency through public
access to information and encourages professional public service delivery. However, its
implementation still faces obstacles such as ineffective bureaucracy, low integrity among
public officials, and weak supervision. The conclusion of this study confirms that State
Administrative Law is an essential instrument in realizing good governance in Indonesia.
Therefore, it is necessary to strengthen bureaucratic reform, improve the quality of public
officials, and enforce the law consistently in order to achieve a clean, effective, and
trustworthy government.

Keywords: State Administrative Law, Good Governance, Government,
Accountability, Transparency.

. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum yang menempatkan hukum sebagai
landasan utama dalam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Prinsip
tersebut ditegaskan secara eksplisit dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah
negara hukum. Konsekuensi dari ketentuan tersebut adalah bahwa setiap tindakan
penyelenggara negara, baik di tingkat pusat maupun daerah, wajib berpedoman pada
hukum, tunduk pada  peraturan perundang-undangan, serta  dapat
dipertanggungjawabkan secara yuridis, administratif, dan moral. Dalam konteks ini,
pemerintah tidak dapat menjalankan kewenangannya secara sewenang-wenang,
melainkan harus berdasarkan asas legalitas dan prinsip perlindungan hak warga
negara.

Dalam praktik ketatanegaraan modern, pemerintah memegang peran yang
sangat luas. Pemerintah tidak hanya bertugas menjaga keamanan dan ketertiban,
tetapi juga bertanggung jawab dalam pelayanan publik, pembangunan ekonomi,
pendidikan, kesehatan, investasi, lingkungan hidup, dan berbagai urusan
kesejahteraan masyarakat lainnya. Luasnya ruang lingkup tugas tersebut
menimbulkan konsekuensi berupa semakin besarnya penggunaan kewenangan
administratif oleh pejabat negara. Oleh karena itu, diperlukan aturan hukum yang
secara khusus mengatur bagaimana kewenangan tersebut digunakan, dibatasi, dan
diawasi. Cabang hukum yang memiliki fungsi tersebut adalah Hukum Administrasi
Negara.

Hukum Administrasi Negara merupakan bagian dari hukum publik yang
mengatur hubungan antara pemerintah dengan warga negara, hubungan antarorgan
pemerintahan, serta tata cara penggunaan kewenangan oleh pejabat administrasi
negara. Keberadaan Hukum Administrasi Negara sangat penting karena berfungsi
sebagai instrumen pengendali kekuasaan pemerintah agar tetap berjalan sesuai
hukum. Melalui Hukum Administrasi Negara, masyarakat memperoleh jaminan
bahwa keputusan dan tindakan pejabat pemerintah harus didasarkan pada
kewenangan yang sah, prosedur yang benar, serta tujuan yang sesuai dengan
kepentingan umum.!

1 Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Yogyakarta: Gadjah Mada
University Press, 2002, him. 27.
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Namun demikian, dalam realitas penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia
masih ditemukan berbagai persoalan administratif. Praktik penyalahgunaan
wewenang, korupsi, kolusi, nepotisme, pelayanan publik yang lambat, birokrasi
berbelit, rendahnya transparansi, serta lemahnya akuntabilitas masih menjadi
tantangan serius. Selain merugikan masyarakat, kondisi tersebut juga menurunkan
kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah. Permasalahan ini menunjukkan
bahwa keberadaan peraturan hukum saja belum cukup apabila tidak diiringi dengan
implementasi yang konsisten dan pengawasan yang efektif.

Sejalan dengan perkembangan demokrasi dan tuntutan global, konsep good
governance menjadi paradigma penting dalam penyelenggaraan pemerintahan
modern. Good governance menekankan tata kelola pemerintahan yang baik melalui
prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, efektivitas, efisiensi,
responsivitas, dan supremasi hukum. Pemerintahan yang baik bukan hanya diukur
dari kemampuan menjalankan program pembangunan, tetapi juga dari cara
pemerintah menggunakan kewenangan secara sah, terbuka, dan bertanggung jawab.
Dalam hal ini, Hukum Administrasi Negara memiliki hubungan yang sangat erat
dengan good governance karena menjadi dasar normatif dalam mengatur tindakan
pemerintah.

Di Indonesia, upaya memperkuat prinsip good governance telah dilakukan
melalui berbagai regulasi, salah satunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014
tentang Administrasi Pemerintahan. Undang-undang ini memberikan pedoman
mengenai kewenangan pejabat pemerintahan, larangan penyalahgunaan wewenang,
prosedur pengambilan keputusan, serta perlindungan hukum bagi warga negara.
Selain itu, keberadaan Peradilan Tata Usaha Negara, Ombudsman Republik
Indonesia, dan Komisi Pemberantasan Korupsi juga menjadi bagian dari sistem
pengawasan terhadap tindakan administrasi negara.

Dengan demikian, Hukum Administrasi Negara memiliki posisi strategis dalam
menciptakan pemerintahan yang profesional, bersih, dan berorientasi pada
pelayanan masyarakat. Tanpa sistem administrasi hukum yang baik, tujuan negara
untuk mewujudkan kesejahteraan umum akan sulit tercapai. Berdasarkan latar
belakang tersebut, penting untuk mengkaji secara lebih mendalam mengenai peran
Hukum Administrasi Negara dalam mewujudkan good governance di Indonesia,
termasuk hambatan dan tantangan penerapannya dalam praktik pemerintahan saat
ini.

RUMUSAN MASALAH
1. Apa yang dimaksud dengan Hukum Administrasi Negara?
2. Bagaimana peran HAN dalam mewujudkan Good Governance?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitan hukum normatif, yaitu
penelitian yang menempatkan hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku
dalam sistem peraturan perundang-undangan. Penelitian hukum normatif bertujuan
untuk mengkaji asas, konsep, teori, serta sinkronisasi norma hukum yang berkaitan
dengan Hukum Administrasi Negara dan penerapan prinsip good governance dalam
penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Metode ini dipilih karena fokus utama
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penelitian terletak pada analisis terhadap aturan hukum, doktrin para ahli, serta

prinsip-prinsip hukum yang mengatur kewenangan administrasi negara.

Pendekatan pertama yang digunakan adalah pendekatan perundang-
undangan (statute approach). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah berbagai
ketentuan hukum yang relevan, antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara beserta perubahannya, Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, serta peraturan lain yang berkaitan dengan
penyelenggaraan pemerintahan. Melalui pendekatan ini, dapat diketahui bagaimana
sistem hukum Indonesia mengatur tindakan administrasi negara serta mekanisme
pengawasannya.?

Pendekatan kedua adalah pendekatan konseptual (conceptual approach),
yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari konsep, asas, dan teori
hukum vyang berkembang dalam literatur akademik. Dalam penelitian ini,
pendekatan konseptual digunakan untuk memahami pengertian Hukum Administrasi
Negara, asas legalitas, asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB),
penyalahgunaan wewenang, serta konsep good governance. Pendekatan ini
penting agar pembahasan tidak hanya berlandaskan teks undang-undang, tetapi
juga didukung argumentasi ilmiah dari para sarjana hukum.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus (case
approach) secara terbatas, yaitu dengan meninjau beberapa praktik atau contoh
sengketa administrasi negara yang menunjukkan pentingnya penerapan Hukum
Administrasi Negara dalam melindungi masyarakat dari tindakan pemerintah yang
bertentangan dengan hukum. Pendekatan ini membantu memberikan gambaran
konkret mengenai implementasi norma hukum dalam praktik pemerintahan. Jenis
data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang terdiri atas:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat,
seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen
resmi negara.

2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap
bahan hukum primer, seperti buku teks, jurnal ilmiah, hasil penelitian, artikel
hukum, dan pendapat para ahli.

3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan pendukung seperti kamus hukum,
ensiklopedia, dan indeks literatur hukum.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library
research), yaitu dengan menelusuri, membaca, menginventarisasi, dan mengkaji
berbagai sumber hukum yang relevan dengan topik penelitian. Seluruh bahan
hukum kemudian disusun secara sistematis sesuai kebutuhan pembahasan.

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu
menganalisis bahan hukum secara deskriptif dan interpretatif. Dalam proses ini,
penulis menghubungkan antara ketentuan normatif dengan teori hukum serta
kondisi empiris penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Hasil analisis

2 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudiji, Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat,
Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015, him. 13.
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kemudian dituangkan dalam bentuk uraian yang logis dan sistematis untuk
menjawab rumusan masalah mengenai peran Hukum Administrasi Negara dalam
mewujudkan good governance.

Melalui metode penelitian ini, diharapkan diperoleh pemahaman yang
komprehensif mengenai pentingnya Hukum Administrasi Negara sebagai instrumen
pengendalian kekuasaan, perlindungan hukum masyarakat, dan sarana
mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta berorientasi pada
kepentingan publik.

PEMBAHASAN
A. Konsepsi Hukum Administrasi Negara dalam Sistem Hukum Indonesia

Hukum Administrasi Negara (HAN) merupakan cabang hukum publik
yang mengatur kewenangan organ pemerintahan, tata cara penggunaan
kewenangan tersebut, hubungan hukum antara pemerintah dengan warga
negara, serta mekanisme perlindungan hukum terhadap tindakan administrasi
negara. Dalam negara modern, HAN berkembang seiring meningkatnya peran
pemerintah dalam bidang sosial, ekonomi, pelayanan publik, dan pembangunan
nasional. Negara tidak lagi hanya berfungsi sebagai penjaga ketertiban, tetapi
juga sebagai penyelenggara kesejahteraan (welfare state). Konsekuensinya,
tindakan administrasi pemerintah semakin luas dan kompleks sehingga
memerlukan pengaturan hukum yang ketat.?

Dalam konteks Indonesia, HAN memiliki landasan konstitusional pada
prinsip negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Makna negara hukum
menghendaki bahwa segala tindakan pemerintah harus didasarkan pada
hukum, bukan semata-mata kekuasaan. Oleh sebab itu, pejabat administrasi
negara hanya dapat bertindak apabila memiliki kewenangan yang sah
berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Secara teoritis, HAN berfungsi sebagai instrumen pembatas kekuasaan
eksekutif. Tanpa adanya pengaturan administrasi negara, ruang diskresi
pejabat dapat berkembang menjadi tindakan sewenang-wenang yang
merugikan masyarakat. Karena itu, HAN menempatkan asas legalitas sebagai
prinsip utama, yakni setiap keputusan dan tindakan administrasi wajib memiliki
dasar kewenangan, prosedur yang sah, dan tujuan yang sesuai hukum.

B. Ruang Lingkup Hukum Administrasi Negara
Ruang lingkup HAN mencakup beberapa aspek penting. Pertama,
sumber kewenangan pemerintah, baik yang berasal dari atribusi, delegasi,
maupun mandat. Kedua, keputusan tata usaha negara, yaitu penetapan tertulis
yang dikeluarkan pejabat administrasi dan menimbulkan akibat hukum bagi
seseorang atau badan hukum. Ketiga, tindakan faktual pemerintah, seperti
pelayanan publik, penertiban, atau pengawasan administratif. Keempat, upaya

8 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018, him. 21.
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administratif dan peradilan, yaitu sarana keberatan, banding administratif, serta
gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).*

Dengan cakupan tersebut, HAN tidak hanya mengatur hubungan internal
birokrasi, tetapi juga menjadi mekanisme perlindungan warga negara ketika
berhadapan dengan kekuasaan pemerintah. Dalam praktik, sengketa perizinan,
pencabutan izin usaha, mutasi pegawai, pengadaan tanah, dan pelayanan
publik sering menjadi objek kajian HAN.

C. Good Governance sebagai Paradigma Pemerintahan Modern
Konsep good governance berkembang sebagai respons terhadap model
birokrasi tradisional yang cenderung tertutup, lamban, dan tidak responsif.
Menurut United Nations Development Programme (UNDP), good governance
adalah pelaksanaan kewenangan politik, ekonomi, dan administratif dalam
mengelola urusan negara pada semua tingkatan dengan melibatkan
masyarakat dan menjamin akuntabilitas. ® Prinsip utama good governance

meliputi:
1. Transparansi, yaitu keterbukaan informasi dalam proses pengambilan
keputusan.

2. Akuntabilitas, yaitu kewajiban pejabat mempertanggungjawabkan tindakan
dan kebijakan.

3. Partisipasi, yaitu keterlibatan masyarakat dalam penyusunan kebijakan
publik.

4. Efektivitas dan efisiensi, yaitu penggunaan sumber daya secara optimal.

5. Supremasi hukum, yaitu kepatuhan pemerintah dan masyarakat terhadap
hukum.

6. Responsivitas, yaitu kemampuan pemerintah merespons kebutuhan publik
secara cepat dan tepat.

7. Keadilan, yaitu perlakuan setara bagi seluruh warga negara.

Dalam perspektif hukum, prinsip-prinsip tersebut tidak dapat berjalan tanpa
sistem administrasi negara yang tertib. Dengan kata lain, HAN merupakan
fondasi normatif dari good governance.

D. Peran Hukum Administrasi Negara dalam Mewujudkan Good Governance

1. Menjamin Prinsip Legalitas dalam Tindakan Pemerintah
Prinsip legalitas menuntut agar setiap tindakan pemerintah didasarkan pada
kewenangan yang diberikan oleh hukum. Dalam HAN, penggunaan
kewenangan tanpa dasar hukum merupakan cacat kewenangan dan dapat
dibatalkan. Hal ini penting untuk mencegah tindakan sewenang-wenang.
Contohnya, pencabutan izin usaha tanpa dasar hukum yang jelas dapat
digugat melalui PTUN. Dengan demikian, HAN berfungsi menjaga agar
pemerintah bertindak dalam koridor hukum dan tidak melampaui
kewenangannya.

4 Indroharto, Usaha Memahami Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Jakarta:
Pustaka Sinar Harapan, 2005, him. 43.

5 UNDP, Governance for Sustainable Human Development, New York: UNDP Publication,
1997, him. 9.

Page |6



Jurnal Logika Hukum
Kajian IImu Hukum dan Keadilan
Vol. 1 - April 2026

2. Mencegah Penyalahgunaan Wewenang
Penyalahgunaan wewenang merupakan salah satu persoalan klasik dalam
administrasi pemerintahan. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan secara tegas melarang pejabat menggunakan
kewenangan untuk tujuan pribadi, golongan, atau bertentangan dengan
tujuan pemberian kewenangan. Secara akademik, penyalahgunaan
wewenang dapat berbentuk:
a. Melampaui kewenangan.
b. Mencampuradukkan kewenangan.
c. Bertindak sewenang-wenang.
Pengaturan ini menunjukkan bahwa HAN berfungsi sebagai alat koreksi
terhadap praktik birokrasi yang menyimpang. Dalam konteks
pemberantasan korupsi, norma administrasi sering menjadi pintu masuk
untuk menilai legalitas tindakan pejabat sebelum memasuki ranah pidana.

3. Menegakkan Akuntabilitas Pemerintahan

Akuntabilitas  berarti  pejabat publik wajib  menjelaskan dan
mempertanggungjawabkan keputusan yang diambil. Dalam HAN,
akuntabilitas diwujudkan melalui kewajiban penyusunan keputusan tertulis,
alasan hukum suatu tindakan, dokumentasi administrasi, audit internal,
serta mekanisme keberatan masyarakat. Keputusan administratif yang baik
harus memuat dasar hukum, pertimbangan faktual, dan alasan rasional.
Jika keputusan dibuat tanpa alasan yang jelas, maka keputusan tersebut
berpotensi cacat prosedur dan dapat dibatalkan. Dengan demikian, HAN
tidak hanya mengatur hasil keputusan, tetapi juga proses pengambilan
keputusan.

4. Mendorong Transparansi dan Keterbukaan Informasi

Transparansi merupakan syarat penting dalam good governance.
Pemerintah yang tertutup cenderung melahirkan penyimpangan. HAN
mendorong keterbukaan melalui kewajiban pelayanan informasi, prosedur
administrasi yang jelas, serta akses masyarakat terhadap dokumen publik
sesuai ketentuan hukum. Keterbukaan informasi memberi manfaat ganda.
Pertama, masyarakat dapat mengawasi pemerintah. Kedua, pemerintah
terdorong bekerja lebih profesional karena tindakannya dapat diuji publik.

5. Menjamin Perlindungan Hukum bagi Masyarakat
Salah satu fungsi terpenting HAN adalah memberikan perlindungan hukum
terhadap warga negara. Dalam hubungan antara rakyat dan pemerintah,
posisi masyarakat sering lebih lemah karena pemerintah memiliki
kewenangan publik. Oleh sebab itu, hukum harus menyediakan sarana
koreksi. Perlindungan hukum dapat dilakukan melalui:
a. Keberatan administratif.
b. Banding administratif.
c. Pengaduan ke Ombudsman.
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d. Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

e. Permohonan pengujian kebijakan tertentu sesuai kewenangan lembaga
peradilan.

Philipus M. Hadjon menegaskan bahwa perlindungan hukum bagi rakyat

merupakan inti dari HAN modern.®

E. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagai Instrumen Good
Governance
Selain aturan tertulis, HAN mengenal Asas-Asas Umum Pemerintahan yang
Baik (AUPB). Asas ini berfungsi sebagai pedoman etik dan yuridis bagi pejabat
administrasi. Dalam UU Administrasi Pemerintahan, beberapa asas penting
meliputi:

Kepastian hukum.

Kemanfaatan.

Ketidakberpihakan.

Kecermatan.

Tidak menyalahgunakan kewenangan.

Keterbukaan.

Kepentingan umum.

Pelayanan yang baik.

©NOOAWONE

AUPB sangat penting karena tidak semua tindakan pemerintah dapat diatur
rinci dalam undang-undang. Ketika terdapat kekosongan norma atau
penggunaan diskresi, pejabat tetap terikat pada asas tersebut.

F. Tantangan Implementasi di Indonesia

Meskipun kerangka normatif cukup memadai, implementasi HAN dalam

mewujudkan good governance masih menghadapi tantangan nyata, yaitu:

1. Budaya Birokrasi Formalistik
Sebagian aparatur masih menempatkan prosedur sebagai tujuan, bukan
sarana pelayanan. Akibatnya, pelayanan menjadi lambat dan tidak responsif.

2. Rendahnya Integritas Aparatur
Korupsi administratif, pungutan liar, konflik kepentingan, dan nepotisme
menunjukkan lemahnya integritas dalam birokrasi.

3. Lemahnya Pengawasan Internal
Inspektorat atau unit pengawasan di sejumlah instansi belum bekerja optimal
sehingga pelanggaran administratif sering terlambat ditangani.

4. Rendahnya Literasi Hukum Masyarakat
Sebagian masyarakat belum memahami hak-haknya ketika dirugikan
keputusan pemerintah, sehingga mekanisme hukum jarang digunakan
secara efektif.

6 Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Yogyakarta: Gadjah Mada
University Press, 2002, him. 2.
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5. Ketimpangan Digitalisasi Layanan
Transformasi digital belum merata. Di beberapa daerah, pelayanan
elektronik masih terkendala infrastruktur dan kapasitas SDM.

G. Strategi Penguatan HAN untuk Mewujudkan Good Governance
Untuk memperkuat fungsi HAN, beberapa langkah strategis diperlukan:
Reformasi birokrasi berbasis merit system.
Penguatan pengawasan internal dan eksternal.
Optimalisasi PTUN dan Ombudsman.
Digitalisasi pelayanan publik yang transparan.
Pendidikan dan pelatihan HAN bagi aparatur negara.
Peningkatan kesadaran hukum masyarakat.
Penegakan sanksi tegas terhadap penyalahgunaan wewenang.
Jlka langkah tersebut dijalankan konsisten, HAN tidak hanya menjadi norma
tertulis, tetapi menjadi instrumen nyata perbaikan tata kelola pemerintahan.

L NG AON e

H. Analisis Penulis

Secara akademik, keberhasilan good governance tidak cukup diukur dari
banyaknya regulasi, tetapi dari efektivitas implementasi norma administrasi
dalam praktik birokrasi. Indonesia telah memiliki perangkat hukum yang relatif
lengkap, namun tantangan utamanya terletak pada kepatuhan pejabat, budaya
organisasi, dan pengawasan. Dengan demikian, HAN harus dipahami bukan
sekadar cabang hukum teknis, melainkan mekanisme konstitusional untuk
mengendalikan kekuasaan eksekutif dan melindungi warga negara. Semakin
kuat implementasi HAN, semakin tinggi kualitas demokrasi dan pemerintahan di
Indonesia.

V. PENUTUP
1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan
bahwa Hukum Administrasi Negara (HAN) memiliki kedudukan yang sangat
penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, khususnya dalam
penyelenggaraan fungsi pemerintahan. HAN berperan sebagai cabang hukum
publik yang mengatur kewenangan organ pemerintahan, prosedur pengambilan
keputusan administrasi, hubungan hukum antara pemerintah dengan
masyarakat, serta mekanisme pengawasan terhadap tindakan pejabat negara.
Dalam negara hukum, keberadaan HAN menjadi instrumen utama untuk
memastikan bahwa seluruh tindakan pemerintah dilaksanakan berdasarkan
hukum, bukan berdasarkan kekuasaan semata. Peran strategis HAN semakin
nyata dalam upaya mewujudkan prinsip good governance.

Melalui prinsip legalitas, HAN membatasi penggunaan kewenangan agar
tidak terjadi tindakan sewenang-wenang. Melalui pengaturan mengenai
akuntabilitas, transparansi, dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, HAN
mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang profesional, terbuka, dan
bertanggung jawab. Selain itu, HAN juga memberikan perlindungan hukum
kepada masyarakat melalui mekanisme keberatan administratif, pengawasan
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lembaga negara, serta gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara apabila
terjadi keputusan pemerintah yang merugikan hak warga negara.

Dalam konteks Indonesia, penerapan HAN telah memperoleh landasan
hukum yang cukup kuat melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Pelayanan Publik, serta sistem
Peradilan Tata Usaha Negara. Regulasi tersebut menunjukkan komitmen
negara untuk membangun birokrasi yang taat hukum dan berorientasi pada
pelayanan publik. Namun demikian, efektivitas pelaksanaannya masih
menghadapi berbagai tantangan, seperti budaya birokrasi yang formalistik,
rendahnya integritas sebagian aparatur, lemahnya pengawasan internal,
kurangnya literasi hukum masyarakat, serta belum meratanya transformasi
digital pelayanan publik.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa keberhasilan mewujudkan
good governance tidak hanya bergantung pada keberadaan peraturan
perundang-undangan, tetapi juga sangat ditentukan oleh kualitas implementasi
Hukum Administrasi Negara dalam praktik pemerintahan sehari-hari. Semakin
konsisten HAN diterapkan, semakin besar peluang terciptanya pemerintahan
yang bersih, efektif, adil, dan dipercaya masyarakat.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis memberikan beberapa saran sebagai

berikut:

a. Penguatan Integritas Aparatur Negara : Pemerintah perlu meningkatkan
integritas pejabat dan aparatur sipil negara melalui pendidikan etika
pemerintahan, pengawasan disiplin, serta penerapan sanksi yang tegas
terhadap pelanggaran administrasi maupun penyalahgunaan wewenang.

b. Optimalisasi Implementasi Undang-Undang Administrasi Pemerintahan :
Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 perlu diterapkan
secara konsisten di seluruh instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah,
agar setiap tindakan pejabat benar-benar berlandaskan hukum dan asas
pemerintahan yang baik.

c. Penguatan Pengawasan Internal dan Eksternal : Fungsi inspektorat,
Ombudsman Republik Indonesia, Badan Pemeriksa Keuangan, dan
lembaga pengawas lainnya harus diperkuat agar pengawasan terhadap
tindakan administrasi negara berjalan efektif dan independen.

d. Percepatan Reformasi Birokrasi dan Digitalisasi Layanan : Pemerintah perlu
mempercepat reformasi birokrasi berbasis pelayanan publik serta
memperluas digitalisasi administrasi guna menciptakan pelayanan yang
cepat, transparan, efisien, dan mudah diakses masyarakat.

e. Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat : Masyarakat perlu diberikan
edukasi hukum mengenai hak-haknya dalam menghadapi tindakan
administrasi pemerintah, termasuk mekanisme keberatan dan upaya hukum
yang tersedia.

f. Penguatan Peran Peradilan Tata Usaha Negara : Pengadilan Tata Usaha
Negara harus terus diperkuat sebagai penjaga legalitas tindakan pemerintah
dan pelindung hak warga negara dari keputusan administrasi yang
bertentangan dengan hukum.
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Pada akhirnya, Hukum Administrasi Negara harus dipandang sebagai pilar
penting dalam mewujudkan pemerintahan modern yang demokratis dan
berorientasi pada kepentingan rakyat. Jika diterapkan secara konsisten, HAN
bukan hanya menjadi alat pengendali kekuasaan, tetapi juga sarana strategis
untuk menghadirkan negara yang adil, efektif, dan berwibawa.
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